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PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR Q TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten
Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagai
landasan operasional pelaksanaann Anggaran Pendapatan Belanja
Kabupaten Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian anggaran belanja sesuai dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 99
Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi
Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);

c. bahwa dalam rangka penyesuaian anggaran belanja akibat
kebutuhan mendesak dan perkembangan kegiatan yang tidak
sesuai dengan asumsi KUA, maka perlu dilakukan pergeseran
anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Nagan Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nagan Raya Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran
2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-

undangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COV-ID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-
undangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COV-ID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman

yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6375);

7. Peraturan.
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7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sitem
Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stablitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah
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15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporandan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17.Peraturan Presiden Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun tentang

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

431);

19.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 926);

21.Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun
2022 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 9,
Tambahan Lmbaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 49)

22. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022
(Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 349);

MEMUTUSKAN:
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV,
Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan
Lampiran X Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya
Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 366) diubah
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Lampiran II Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran V,
Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran X yang
merupakan bagian dari tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal Q April_2022 M

£ Ramadhan 1443 H

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR:

Pasal I

Pasal II

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 1- April 2022 M

3 H

BUPATKNAGi N RAYA.

.MINJJDHAM

1ARTHA
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